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Usman. Khulu’ (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan 
Agama Palangka Raya). Dibawah bimbingan Prof. Drs. H. Asywadie Syukur, Lc. dan 
Dr. Ahmadi Hasan, M.H. Tesis, Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin, 2008.  
Khulu' dalam penerapannya tidak selalu didasarkan pada alasan-alasan 
perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan dan penyelesaian khulu’ oleh 
hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya serta problematika penyelesaiannya 
antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan 
  Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research) dengan  metode deskriftif explorative. Obyeknya adalah penerapan 
dan problematika penyelesaian khulu' oleh hakim di Pengadilan Agama Palangka 
Raya. Sumber data adalah berupa dokumen putusan perkara khulu' dan para hakim 
yang terlibat memutuskan perkara khulu' dan sekaligus sebagai subjek dalam 
penelitian ini. Data digali dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data-data yang 
terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam (pendapat para ulama fikih) 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  
 Penelitian ini kemudian menemukan bahwa ada dua bentuk penerapan khulu' 
oleh hakim, pertama khulu' yang disebabkan oleh adanya pelanggaran taklik talak 
oleh suami dan kedua adalah  khulu' murni yang tidak disebabkan oleh adanya 
pelanggaran taklik talak. Untuk membedakan kedua jenis perkara khulu’ ini para 
hakim juga melakukan upaya dengan membuat kategore perkara cerai gugat sebagai 
indikator khulu’ murni yaitu: pertama, gugatan cerai yang diajukan oleh isteri 
ternyata terbukti di persidangan suami tidak bersalah,  kedua, kedua-belah pihak tidak 
mungkin lagi untuk dapat didamaikan dan ketiga adanya kesepakatan antara suami 
isteri menyangkut perceraian dan tebusannya. Jika perkara khulu’ ini belum jelas 
tuntutannya di persidangan maka hakim berinisiatif memberikan tawaran 
penyelesaian dengan jalan khulu’ sebagai jalan keluar. Hakim juga dapat menentukan 
jumlah iwadh yang harus dibayar isteri kepada suaminya didasarkan pada jumlah 
kerugian yang diderita oleh suami. Problematika yang dihadapi hakim dalam upaya 
penyelesaian perkara khulu’ antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan 
adalah: Alasan khulu’ dalam Islam lebih longgar dibandingkan dengan alasan 
perceraian atau khulu’ yang diatur dalam peraturan perudang-undangan, karena 
adanya prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sehingga memungkinkan juga bagi 
hakim yang lain untuk menolak perkara dimana si penggugat tidak mempunyai alasan 
yang kuat untuk bercerai. Khulu’ yang diminta isteri meskipun suami tidak bersalah, 
secara hukum materiil dalam Islam dapat dibenarkan, meskipun dalam hukum formal 
di Indonesia pada dasarnya gugatan dapat diajukan jika si penggugat hak-haknya 
dilanggar, namun jika tidak ada pelanggaran hak maka gugatan dapat ditolak. 
Kesepakatan dalam khulu’ ternyata tidaklah mutlak diterapkan, hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya 
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Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya 
 Keberadaan Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Kalimantan 
tengah pada awalnya hanya terdapat di 3 Kabupaten, yaitu PA Kuala kapuas, 
PA Sampit dan PA Muara Teweh. Sedangkan di Palangka Raya sendiri yang 
merupakan ibu kota propinsi belum ada, meskipun pada masa itu Pengadilan 
Negeri sudah dibentuk di Palangka Raya. 
 Tidak adanya Pengadilan Agama di Palangka Raya tentunya hal ini 
dirasakan sebagai suatu problem bagi pencari keadilan di kalangan 
masyarakat Islam Kota Palangka Raya. Sehingga dalam rapat kerja Bimas 
Islam pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 yang diantaranya dihadiri tokoh-tokoh 
Islam khususnya di lingkungan jawatan Pengadilan Agama se-Kalimantan 
diputuskan agar supaya dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. 
 Selanjutnya Direktorat Pengadilan Agama dengan suratnya nomor: 
B/1/606/ tertanggal 2 Juli 1968 telah mengusulkan penambahan pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera, termasuk di dalamnya Pengadilan 
Agama Palangka Raya. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri 
Agama Nomor 195 tertanggal 28 Agustus 1968 secara yuridis Pengadilan 
Agama Palangka Raya terbentuk, meskipun realisasinya baru terwujud pada 
tahun 1976 dengan berdirinya Balai Sidang Pengadilan Agama Palangka Raya 
yang ditunjang Pemerintah Daerah TK. I Propinsi Kalimantan Tengah melalui 
DIP tahun 1974/1975 (Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka 
Raya 2007) 
 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya 
a. Visi 
 Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang 
mandiri, efektif dan efesien. Mendapatkan kepercayaan publik, 
professional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, etis, 
terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat, mampu menjawab 
panggilan pelayanan publik. 
b. Misi 
 Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan 
peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
 Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari 
campur tangan pihak lain. 
 Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat. 
 Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
 Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien dan bermartabat 
serta dihormati. 
 
3. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Palangka Rayasebagai Badan Peradilan Negara 
yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok 
sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
yakni: memerikasa, memutus dan menyelesaikan perakara ditingkat pertama 
antara orang-orang  yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, 




Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk 
hukum, dalam pelaksanaannya dijabarkan; 
1. Menerima perkara sesuai wewenangnya. 
2. Memerikasa perkara sesuai hukum acara yang berlaku. 
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
5. Susunan Organisasi 
Pengadilan agama palangka Raya adalah Pengadilan agama kelas I-B, 
mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: 
a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan 
b. Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas 
kekuasaan kehakiman 
c. Panitera/Sekretaris sebagai pimpinan kepaniteraan dan 
kesekretariatan 
d. Wakil Panitera bertugas mewakili panitera 
- 3 orang Panitera Muda yang terdiri dari: 
1) Panitera Muda Permohonan 
2) Panitera Muda Gugatan 
3) Panitera Muda Hukum  
4) Panitera Pengganti 
e.  Wakil Sekretaris 
 - 3 orang Kepala Urusan yaitu: 
1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala 
2) Kepala Urusan Umum pada Kesekretariatan 
3) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 
 
 
 
 
 
